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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang
pengelolaan anggaran di satker Lemhannas RI tahun anggaran 2019 yang
ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek penyusunan anggaran, aspek pelaksanaan
anggaran, dan aspek pertangungjawaban pelaksanaan anggaran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran helanja di Satuan
Kerja Lemhannas RI tahun 2019 secara umum telah berjalan dengan baik dan
pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Akan tetapi masih
terdapat kendala-kendala yang ditemukan sehingga terdapat selisih yang
cukup jauh antara rencana penarikan dana dengan realisasi penyerapan
anggaran. Kendala tersebut perlu ditangani sehingga di masa datang
pengelolaan anggaran satker Lemhannas RI dapat lebih baik.

Beberapa kesimpulan yang dapat peneliti tarik dari penelitian ini
diantaranya:

1. Aspek Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran di lingkungan satker Lemhannas RI tahun
anggaran 2019 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan

anggaran di satker Lemhannas RI salah satunya yaitu alokasi anggaran
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belanja yang cenderung menurun per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh
kegiatan Lemhannas RI yang dianggap lebih banyak kegiatan yang bersifat
rutinitas dan kurang berhubungan erat dengan program kerja pemerintah. Di
sisi lain usulan-usulan kegiatan yang baru dari unit kerja masih belum bisa
dikategorikan sebagai kegiatan “inisiatif baru”. Padahal kegiatan yang
bersifat inisiatif baru bukan sekedar kegiatan baru, namun lebih ke arah
kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan program kerja pemerintah
dalam tahun berkenaan.
2. Aspek Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di lingkungan satker Lemhannas RI tahun
anggaran 2019 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi sebesar 98,24% dan
menyisakan anggaran sebesar Rp.3.685.176.880.

Meskipun demikian dalam proses penyelesaian tagihan dan
pembayaran di lingkungan satker Lemhannas RI tahun anggaran 2019 masih
terdapat beberapa hal yang mengakibatkan kurang optimalnya capaian
penyerapan anggaran dan terlambatnya penyerapan anggaran. Hal ini
disebabkan diantaranya oleh adanya kesalahan pada dokumen tagihan.
Tertundanya proses kontrak dan pengadaan barang dan jasa yang berakibat
pada tertundanya penagihan dan pembayaran. Sebagian besar SDM

pengelola keuangan yang masih rangkap jabatan, sehingga para pejabat
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tersebut kurang optimal dalam menjalankan tugas sebagai verifikator unit
kerja, PPK maupun PPSPM.

Selain itu, kendala berikutnya yaitu realisasi penyerapan anggaran
yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana tertuang di
halaman III DIPA. Satker Lemhannas RI juga melakukan 7 kali revisi
anggaran pada tahun 2019, hal ini melebihi batas yang telah ditentukan oleh
Kemenkeu yang maksimal sebanyak 4 kali. Hal ini tentunya akan mengurangi
penilaian kinerja anggaran Lemhannas RI.

3. Aspek Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di satker Lemhannas RI telah dilaksanakan
secara transparan dan akuntabel, dan laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan, terlihat dengan diberikannya opini
Wajar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Namun dalam
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran masih ditemukan
kendala berupa jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan
keuangan terbatas, hal ini mengesankan kegiatan pelaporan bergantung
hanya pada satu atau dua pegawai saja. Disamping itu, arsip pelaksanaan
anggaran masih belum terdigitalisasi dan masih dalam bentuk hardcopy,

kondisi demikian menyebabkan arsip rawan rusak/hilang.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran
sebagai wujud sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan anggaran di satker Lemhannas R], yaitu:

1. Aspek Penyusunan Anggaran

Lemhannas RI sebaiknya menempatkan pegawai yang inovatif dan
kreatif sebagai perencana kegiatan dan anggaran pada setiap unit kerja. Hal
ini bertujuan agar para pegawai tersebut mampu menghasilkan ide kegiatan
yang bersifat inisiatif baru, dan mampu menyusun serta merencanakan
kegiatan yang berkualitas. Unit kerja bisa juga memberikan kompensasi lebih
bagi pegawai yang mampu mengusulkan ide kegiatan baru yang bisa
disetujui oleh Bappenas dan Kemenkeu. Lemhannas RI mengadakan
sayembara kegiatan inisiatif baru yang dilombakan di lingkungan Lemhannas
RI dimana pegawai yang idenya bisa diterima oleh Bappenas sebagai inisiatif
baru dari Lemhannas RI mendapatkan kompensasi, misalnya berupa
kenaikan/promosi jabatan.

2. Aspek Pelaksanaan Anggaran

Satker Lemhannas RI sebaiknya merancang peraturan yang
mengakomodir pemberian reward ke unit kerja yang memiliki kinerja
anggaran yang baik yang tentunya telah ditentukan indikator-indikator

penilaian kinerja tersebut, serta memberikan punishment ke unit Kkerja
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memiliki kinerja anggaran yang rendah. Pejabat pengelola keuangan seperti
staf pengelola keuangan, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran sebaiknya
dijadikan sebagai jabatan tetap yang bukan lagi jabatan penugasan sehingga
tidak ada dilema/gangguan dari tugas jabatan lain dalam melaksanakan
tugas yang sudah menjadi fungsi pokok dari staf pengelola keuangan.

3. Aspek Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Lemhannas RI sebaiknya menambah pegawai yang berkompeten
dalam team penyusun laporan keuangan. Selain itu pengarsipan secara
digital harus segera dimulai dengan menambah/mengadakan alat scanner
untuk mendigitalisasi berkas-berkas hardcopy, lalu menyimpan berkas-
berkas digital tersebut pada cloud penyimpanan yang bisa diakses secara
daring dimanapun, misalnya menggunakan cloud penyimpanan pada server
Lemhannas RI, maupun pada cloud dari pihak ketiga seperti Google Driver

maupun OneDrive yang diciptakan oleh Microsoft.
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